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Berbicara mengenai masalah hubungan industrial selalu sgjatidak pernah ada habisnya. Konflik antara
Pengusaha dengan Buruh selalu sgja timbul. Dalam perkembangan saat ini, hubungan antara pengusaha dan
buruh berangsur mulai sgjgjar. Dampaknya pihak Pengusaha tidak dapat bertindak semena-mena terhadap
buruh yang dipekerjakannya. Termasuk untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pihak Buruh
melakukan suatu kesalahan berat. Langkah awal yang dilakukan pihak Pengusahaialah dengan
mengeluarkan surat skorsing terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat. Pada
kenyataannya, dikeluarkannva surat skorsing seringkali malah dijadikan pihak Buruh sebagai alat bukti
untuk melaporkan pihak Pengusaha kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan tindak pidana
?enghinaan. Hal tersebut tentu sgja sangat menyulitkan bagi pihak Pengusaha. Di satu sisi, pihak Pengusaha
(dengan jalan mengeluarkan surat skorsing) ingin secepat mungkin agar pihak Buruh yang melakukan
kesalahan berat tadi segera ‘'diamankan’ dari tempat kerja guna menghindari kerugian yang lebih besar.
Namun di sisi lain bila surat skorsing tetap dikeluarkan, maka akan terjadi semacam serangan balik dari
pihak Buruh dengan memperrnasalahkan substansi dari surat skorsing tersebut yang sering diartikan
bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Hal semacam ini tentunya akan memperuncing masal ah.
Pihak Pengusaha akan merasa dipojokkan akibat |aporan yang terkesan berat sebelah.

Menilik kepada kondisi yang dihadapi oleh pihak Pengusaha sehubungan dengan kenyataan yang diuraikan
diatas, maka dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pihak
Pengusaha dalarn melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pihak Buruh yang diduga

mel akukan kesalahan berat, tentunya dengan tetap menjunjung Asas Praduga Tidak Bersalah. Selain itu
pe_masalahan yang ingin digjukan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pihak Pengusaha menyikani
setiap la_,eran dari pihak Buruh kepada pihak penyidik Kepolisisan yang dimana sebenarnya laporan
tersebut cenderung diurnikan sebagai media untuk mendongkrak posisi tawar (bargaining position) pihak
Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh pihak Pengusaha.

Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan diatas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif
yuridis normatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban, bahwa langkah yang dilakukan pihak Pengusaha
dengan mengeluarkan surat skorsing kepada pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat adalah
sudah tepat. Surat skorsing tersebut pada intinya berisikan hal yang menyatakan bahwa pihak Buruh yang
bersangkutan dinonaktifkan dari aktivitas pekerjaannya sehari-hari di lingkungan Perusahaan tempat ia
bekerja. Satu hal yang perlu diingat dan diper.hatikan adalah mengenal redaksi dan substansi dari surat
skorsing tersebut, yang mana harus tetap menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah.
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Bilais surat skorsing tersebut dianggap pihak Buruh tidak menjunjung tinggi Asas Pradugatidak Bersalah
serta cenderung menyudutkannya, bukan tidak mungkin surat skorsing tersebut malah dijadikan alat oleh
pihak Buruh untuk mengadukan juga pihak Pengusaha ke pihak berwajib, yakni Kepolisian. Hal ini
dimungkinkan, karena dalam Undang-undana Nomor 2 Tabun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industria dikatakan bahwa balk pihak Buruh maupun pihak Mgjikan sama-sama mempunyal hak
untuk nvenempur upaya hukum atas setiap perbuataa mereka yang dianggap mempunyai aspek pidana. Di
sisi lain, kedua belah pihak juga mempunyai kemungkinan untuk dikenakan pidana dalam hal mereka
melakukan pelanggaran sesusai peraturan perundarig-undangan yang berlaku pada masing-masinc pihak.
Tujuan laporan dari pihak Buruh yakni untuk mendongkrak posisi tawar (bargaining position) mereka,
sehingga semakin mempersulit pihak Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Selanjutnya untuk menyikapi setiap laporan dari pihak Buruh kepada pihak Kepolisian, pihak Pengusaha
sebagai terlapor harus mengur«pulkan bukti-bukti yang terkait dengan dugaan pihak Buruh telah melakukan
kesalahan berat. Guna menghindari kemungkinan untuk menderita kerugian dalam iumlah yang lebih besar
lagi, maka tindakan skorsing terhadap pihak Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat tersebut tidak
dapat dielakkan lagi. Lebih lanjur mengenai penyelesaiannya, para pihak dapat meminta pihak Kepolisian
untuk menjembatani perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang berselisih.



